SALINAN

PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA,PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2015.

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



MENETAPKAN

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4214), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015;

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun
Anggaran 2015;

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan
Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas
kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam negeri.

3. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat perintah pindah.

4. Kota adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di
Indonesia di bawah provinsi.

5. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak lain.

6. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.



7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan  sebagian kewenangan dan  tanggungjawab
penggunaan anggaran pada SKPD.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingat PPK adalah
Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

11. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan
dinas.

13. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.

Pasal 2
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai

berikut:

a. Selektif, yaitu perjalanan dinas dilakukan hanya untuk kepentingan
yang sangat tinggi dan prioritas dan berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan;

b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
SKPD;

c. Efisiensi penggunaan belanja daerabh;

d. Akuntibilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 3
JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN

Perjalanan Dinas Jabatan dibagi menjadi 2 (dua):
1. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri;
2. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri.

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perjalan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilaksanakan di dalam
daerah;

2. Perjalan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilaksanakan di luar
daerah

Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dalam rangka:

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

c. Pengumandahan (Detasering);

d. Menempuh Ujian Dinas/Ujian Jabatan;

e. Menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk

mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna

kepentingan jabatan;

Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena

mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Dokter Penguiji
Kesehatan Pegawai Negeri;

h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;

—h
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Menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam
melakukan Perjalanan Dinas;atau

Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan
yang terkhir ke tempat pemakaman;

Memenuhi panggilan terkait dengan proses hukum;

. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;

Mengikuti dan/atau melaksanakan pameran atau promosi;
Mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan
sejenis.

Pasal 4
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD (Surat Perintah
Perjalanan Dinas) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang
dalam Surat Tugas.

Surat Tugas (SPPD) tersebut diterbitkan oleh:

1. Bagi Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah,
penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Kepala Daerabh;

2. Pimpinan dan anggota DPRD, penandatangan Surat Tugas dan
SPPD adalah Ketua DPRD;

3. Bagi Pejabat Eselon Il-b dan staf ahli penandatanganan Surat
Tugas dan SPPD adalah Sekretaris Daerah;

4. Bagi Pejabat Eselon lll-a dan Eselon lll-b, penandatanganan Surat
Tugas dan SPPD adalah Pejabat Eselon II;

5. Bagi Pejabat Eselon IV-a dan Eselon IV-b, Staf dan Pegawai Tidak
Tetap, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Kepala
SKPD atau KPA.

Hal-hal yang harus dicantumkan dalam SPPD

1. Pemberi Tugas;

2. Pelaksana Tugas;

3. Waktu Pelaksanaan Tugas;

4. Tempat Pelaksanaan Tugas;

Pasal 5
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Komponen-komponen Perjalanan Dinas Jabatan, meliputi:

Uang Harian

Biaya Transporasi

Biaya Penginapan

Uang Representasi

Sewa Kendaraan Dalam Kota; dan/atau

Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, ditambah biaya
asuransi perjalanan.

Dalam Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, uang harian terdiri dari atas:

1.

1. Uang Makan;
2. Uang Transport Lokal; dan
3. Uang Saku

Pasal 6
SISTEMATIKA PEMBAYARAN

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme
UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS)



2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS
dilakukan melalui:
a. Perikatan dengan penyedia jasa;
b. Bendahara Pengeluaran;
c. Pelaksana SPD;
3. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan
penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a meliputi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi yang melekat pada jabatan;dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar
dan sejenisnya

Pasal 7
BIAYA TRANSPORTASI

Biaya Transport Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas: Perjalanan Dinas
dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan
kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara
keberangkatan. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara
keberangkatan dan kepulangan.

Pasal 8
PENGERTIAN LUMPSUM

Secara hukum Administrasi Negara dan Hukum Anggaran Negara dan
Keuangan Publik, lumpsum adalah metode pembayaran tunggal (single
payment) untuk seluruh komponen perjalanan dinas, yang dihitung pada
keseluruhan biaya secara umum, sehingga kurang lebihnya biaya
tersebut menjadi tanggungan penerima. Dalam metode lumpsum, biaya
yang diterima dianggap sebagai biaya yang sudah diperkirakan cukup,
sehingga kelebihan atau kekurangan atas biaya yang diterima tidak
menjadi perlu dikembalikan atau ditambah. Dengan kata lain, metode
pembayaran ini kelebihan maupun kekurangannya bergantung pada
masing-masing kebijaksanaan penerima dalam menggunakannya.

Pasal 9
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1) Biaya penginapan dalam Perjalanan Dinas Jabatan merupakan biaya
yang diperlukan untuk menginap:

a. Di hotel;

b. Ditempat menginap lainnya.

2) Biaya Penginapan jika pelaksana SPPD menggunakan hotel atau
tempat menginap lainnya:

a. Dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan;

b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri bagi pejabat/Pegawai
Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak
terpisahkan, tingkatannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu
tingkat yang memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu)
hotel yang sama.

3) Jika Pelaksana SPPD yang bersangkutan tidak menggunakan hotel
atau ditempat menginap lainnya ketentuannya adalah sebagai berikut:
4)

6) rincian biaya penginapan pada Pasal 12;



a. Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten di
wilayah Pesisir dibayarkan secara lumpsum

Pasal 10
UANG REPRESENTATIVE

Uang representative dalam Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan kepada

Pejabat, Pejabat Eselon Il selama melakukan Perjalanan Dinas:

1) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, adapun sewa kendaraan
ini sudah meliputi biaya untuk mengemudi, bahan bakar dan pajak.

2) Biaya menjemput/mengantar  jenazah meliputi biaya bagi
penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 11
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat
tujuan perjalanan dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Bukti pembayaran yang sah untuk Penginapan atau Hotel;

e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan antar
Kabupaten/Kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang
dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa
penyewaan kendaraan;dan

3) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, Pertanggungjawaban Biaya
dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2
ditambah dokumen sebagai berikut:

a. Surat Persetujuan Pemerintah;

b. Foto copy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda
keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di Negara
tempat kedudukan/bertolak dan Negara tempat tujuan Perjalanan
Dinas.

4) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf c tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
berupa lumsump dengan besaran sesuai pasal 9 angka 3 huruf b.



Pasal 12
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
A. DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH/DALAM PROVINSI

(Dari/ke provinsi, kabupaten/kota)
INDEKS PERJALANAN DINAS (BIAYA
NO PEL AKSANA MAKAN PENGINAPA -II-_%A}‘(I\'IA‘SLPS;J SALIJ<Al\JN|§’3ER Bf,AL\JYI\AALéER TRANSPORTASI UDARA), SESUAI
' PER HARI N PERHARI HARI HARI HARI HARGA DALAM TIKET, TERMASUK
AIRPORT TAX
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8
1 BUPATI 500.000 1.500.000 1.000.000 800.000 3.800.000 | kelas bisnis/ekonomi
2 PIMPINAN DPRD 500.000 1.500.000 1.000.000 800.000 3.800.000 | kelas bisnis/ekonomi
3 WAKIL BUPATI 450.000 1.300.000 900.000 700.000 3.350.000 | kelas bisnis/ekonomi
4 ANGGOTA DPRD 450.000 1.300.000 900.000 700.000 3.350.000 | kelas bisnis/ekonomi
5 SEKRETARIS DAERAH 400.000 1.200.000 900.000 600.000 3.100.000 | kelas ekonomi
6 ASISTEN SEKDA 350.000 1.000.000 800.000 500.000 2.650.000 | kelas ekonomi
7 ESELON II 350.000 1.000.000 800.000 500.000 2.650.000 | kelas ekonomi
8 ESELON Il /GOL IV 300.000 900.000 700.000 400.000 2.300.000 | kelas ekonomi
9 ESELON IV/GOL 1l 250.000 800.000 700.000 300.000 2.050.000 | kelas ekonomi
10 | GOLII/GOLI/PTT 200.000 600.000 500.000 200.000 1.500.000 | kelas ekonomi
PENJELASAN :
a. Penginapan untuk No. 1-10:
1. Biaya penginapan perhari dibayarkan sesuai bill hotel dengan maksimal klaim sesuai daftar pada kolom 4
2. Bukti SPJ penginapan yang harus diserahkan ke bendahara berupa kwitansi hotel/billing hotel yang sah
3. Bila tidak ada bukti kwitansi/billing hotel dianggap menginap di rumah keluarga dengan maksimal klaim sebesar 30% dari daftar pada
kolom 4
b. Tranportasi Udara No. 1-10:
1. Biaya Transportasi Udara dibayarkan sejumlah harga dalam tiket dan airpot tax sesuai kelasnya
2. Bukti SPJ Transportasi udara yang harus diserahkan ke bendahara berupa Tiket, Boarding Pass dan Airport tax yang sah (Pergi dan
Pulang)
c. Kolom 3,5,6 dibayarkan berupa lumsump

Jumlah lumsump yang dibayarkan berdasarkan lama hari perjalanan pada SPPD dan/atau sesuai tanggal berangkat s.d kembali pada tiket

pesawat.

Contoh:

v" SPPD selama 5 hari, tiket berangkat tanggal 11 dan tiket kembali tanggal 15, jumlah lumpsum harian yang dibayar 5 hari

v" SPPD selama 5 hari, tiket berangkat tanggal 12 dan tiket kembali tanggal 14, jumlah lumpsum harian yang dibayar 3 hari

v' SPPD selama 5 hari, tiket berangkat tanggal 10 dan tiket kembali tanggal 16, jumlah lumpsum harian yang dibayar tetap 5 hari sesuai
SPPD




B. DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH/LUAR PROVINSI

MAKAN PENGINAPA TRANSPOR UANG JUMLAH INDEKS PERJALANAN DINAS (BIAYA
NO. PELAKSANA PER N PERHARI T LOKAL SAKU PER BIAYA TRANSPORTASI UDARA), SESUAI HARGA
HARI PER HARI HARI PER HARI | DALAM TIKET, TERMASUK AIRPORT TAX
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8
1 | BUPATI 500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 | kelas bisnis/ekonomi
2 | PIMPINAN DPRD 500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 | kelas bisnis/ekonomi
3 | WAKIL BUPATI 450.000 1.300.000 900.000 900.000 3.550.000 | kelas bisnis/ekonomi
4 | ANGGOTA DPRD 450.000 1.300.000 900.000 900.000 3.550.000 | kelas bisnis/ekonomi
5 | SEKRETARIS DAERAH 400.000 1.200.000 900.000 800.000 3.300.000 | kelas ekonomi
6 | ASISTEN SEKDA 350.000 1.000.000 800.000 700.000 2.850.000 | kelas ekonomi
7 | ESELONII 350.000 1.000.000 800.000 700.000 2.850.000 | kelas ekonomi
8 | ESELON Il /GOL IV 300.000 900.000 700.000 600.000 2.500.000 | kelas ekonomi
9 | ESELONIV/GOL Il 250.000 800.000 700.000 500.000 2.250.000 | kelas ekonomi
10 | GOLII/GOLI/PTT 200.000 600.000 500.000 400.000 1.700.000 | kelas ekonomi
PENJELASAN :
a. Penginapan untuk No. 1-10:

1. Biaya penginapan perhari dibayarkan sesuai bill hotel dengan maksimal klaim sesuai daftar pada kolom 4
2. Bukti SPJ penginapan yang harus diserahkan ke bendahara berupa kwitansi hotel/billing hotel yang sah
3. Bila tidak ada bukti kwitansi/billing hotel dianggap menginap di rumah keluarga dengan maksimal klaim sebesar 30% dari daftar pada

kolom 4

Tranportasi Udara No. 1-10 :
1. Biaya Transportasi Udara dibayarkan sejumlah harga dalam tiket dan airpot tax sesuai kelasnya
2. Bukti SPJ Transportasi udara yang harus diserahkan ke bendahara berupa Tiket, Boarding Pass dan Airport tax yang sah (Pergi dan

Pulang)

Kolom 3,5,6 dibayarkan berupa lumsump
Jumlah lumsump yang dibayarkan berdasarkan lama hari perjalanan pada SPPD dan/atau sesuai tanggal berangkat s.d kembali pada tiket

pesawat.
Contoh:

v" SPPD selama 5 hari, tiket berangkat tanggal 11 dan tiket kembali tanggal 15, jumlah lumpsum harian yang dibayar 5 hari
v" SPPD selama 5 hari, tiket berangkat tanggal 12 dan tiket kembali tanggal 14, jumlah lumpsum harian yang dibayar 3 hari
v" SPPD selama 5 hari, tiket berangkat tanggal 10 dan tiket kembali tanggal 16, jumlah lumpsum harian yang dibayar tetap 5 hari sesuai

SPPD




2. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
A. DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH PESISIR
(Ditempuh dengan menggunakan kendaraan laut)

UANG JUMLAH
NO. PELAKSANA P'\éélf-l':l\ll?l FI)\IEPNgéll\I-IﬁFl;'? SAKU PER BIAYA PER
HARI HARI
1 2 3 4 5 6
1 | BUPATI 500.000 500.000 800.000 1.800.000
2 | PIMPINAN DPRD 500.000 500.000 800.000 1.800.000
3 | WAKIL BUPATI 450.000 500.000 700.000 1.650.000
4 | ANGGOTA DPRD 450.000 500.000 700.000 1.650.000
5 | SEKRETARIS DAERAH 400.000 400.000 600.000 1.400.000
6 | ASISTEN SEKDA 350.000 350.000 500.000 1.200.000
7 | ESELONII 350.000 350.000 500.000 1.200.000
8 | ESELONIII/GOL IV 300.000 300.000 400.000 1.000.000
9 | ESELON IV /GOL I 250.000 250.000 300.000 800.000
10 | GOLII/GOLI/PTT 200.000 200.000 200.000 600.000

B. DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN
(Perjalanan kurang dari 6 jam dan sekurang-kurangnya 25 km ke luar batas kota dan Dalam Kota Teminabuan)

UANG
NO. PELAKSANA SAKU PER TRANSPORT
LOKAL
HARI
1 2 3 4
1 BUPATI 500.000 450.000
2 PIMPINAN DPRD 500.000 450.000
3 | WAKIL BUPATI 450.000 400.000
4 | ANGGOTA DPRD 450.000 400.000
5 SEKRETARIS DAERAH 400.000 350.000
6 | ASISTEN SEKDA 350.000 300.000
7 ESELON II 350.000 300.000
8 ESELON Il /GOL IV 300.000 250.000
9 ESELON IV /GOL Il 250.000 200.000
10 | GOLII/GOLI/PTT 200.000 150.000




3. TRANSPORTASI DARAT

(1) | Teminabuan — Kota Rp. 1.500.000 one way
Sorong (charter)

(1) | Teminabuan — Kota Rp. 250.000 one way
Sorong

(2) | Teminabuan — Maybrat Rp. 150.000 one way

4. SEWA MOBILITAS DARAT

(1) | Kab.Manokwari Rp. 650.000 Per Hari
(2) | Kab.Sorong Rp. 750.000 Per Hari
(3) | Kab.Sorong Selatan Rp. 1.000.000 Per Hari
(4) | Kab.Teluk Bintuni Rp. 800.000 Per Hari
(5) | Kab.Teluk Wondama Rp. 800.000 Per Hari
(6) | Kab.Raja Ampat Rp. 800.000 Per Hari
(7) | Kab.Fak-Fak Rp. 1.000.000 Per Hari
(8) | Kab.Tambrauw Rp. 1.000.000 Per Hari
(9) | Kab.Maybrat Rp. 1.000.000 Per Hari
(10) | Kota Sorong Rp. 750.000 Per Hari
(11) | Kab.Manokwari Selatan  Rp. 750.000 Per Hari
(10) | Kab.Pegunungan Arfak Rp. 750.000 Per Hari

KETERANGAN:

1. Biaya transportasi dalam daerah mengacu pada harga yang telah ditentukan dalam
Basic Price tahun 2015;

2. Jumlah Biaya per Hari adalah penjumlahan dari uang
makan+penginapan-+transport local+uang saku;

3. Indeks perjalanan dinas menggunakan transportasi udara dan laut diberikan
dengan Sistem Add Cost, untuk pergi-pulang (PP) ditambah airport tax;

4. Penggolongan Perjalanan Dinas, terdiri dari:
A =Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara,

Menteri dan Setingkat Menteri)

B =Pejabag Negara lainnya & Pejabat Eselon |
C =Pejabat Eselon |l
D =Pejabat Eselon lll/Staf Golongan IV
E =Pejabat Eselon 1V/Staf Golongan I
F = Staf Golongan II/Staf Golongan I/PTT

5. Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten (25 km di luar batas kota
dan wilayah pesisir) disesuaikan dengan substansi kegiatan dan apabila terjadi
hambatan/kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena
kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu dapat diberikan
perpanjangan hari penugasan;

6. Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat adalah maksimal
5 (lima) hari;

7. Lamanya Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Provinsi Papua Barat adalah maksimal
7 (Tujuh) hari;

8. Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6
dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);




10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Perpanjangan hari penugasan diberikan apabila dalam hal terjadi

hambatan/kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan diakibatkan

karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu yang

ditentukan;

Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud diatas diberikan setelah

mendapat persetujuan Pejabat Pemberi Tugas/Pengguna Anggaran atas usul

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Ketentuan kelas pesawat (lihat daftar lampiran V):

- Pejabat eselon 11, Eselon 11, Eselon 1V, dan staf adalah kelas Ekonomi;

- Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pejabat Eselon | adalah kelas Bisnis

Ketentuan kelas kapal laut (lihat daftar lampiran V):

- Pejabat eselon Il, Eselon 1ll, Eselon 1V, dan staf adalah maksimal kelas |;

- Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pejabat Eselon | adalah kelas Eksekutif/VIP;

Ketentuan transportasi darat (taksi) diberikan dengan system Lumpsum.

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (system add cost).

Untuk ajudan/Sekpri/Staf yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris

Daerah berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai golongan;

Personil Non PNSD atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti staf khusus, kelompok

tani, murid teladan, tenaga teknis/ahli dan tenaga kontrak (SK Bupati/SK Kepala

SKPD)

Uang representasi perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi untuk Bupati, Wakil

Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.200.000, setiap kali perjalanan

dinas

Perjalanan dinas petugas disetarakan golongan Il atau diberikan menurut tingkat

pendidikan/kepatutan petugas yang bersangkutan;

Perjalanan Operasional Dinas Tetap diberikan untuk setiap kali tugas kepada

petugas:

- Penegakan Perda;

- Penagih Pajak pada Dispenda;

- Patroli Jalan Raya;

- Pengemudi Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah;

- Perpustakaan Keliling;

- Pengendalian Kegiatan;

- Metrologi;

- Petugas Lapangan;atau

- Petugas yang sejenis pada instansi: Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan
Kelautan; Dinas Pertanian; Dinas Perhubungan, Petugas Protokol

Jarak Perjalanan Operasional Dinas Tetap Petugas Patroli Jalan Raya agar

melaporkan rute yang ditempuh dalam melaksanakan perjalanan operasional

dinas;

Perjalanan Operasional Dinas Tetap diberikan berdasarkan Surat Perintah Tugas

Pejabat yang berwenang bagi petugas operasional Bus Trans Sorsel sebagai

penunjang operasional petugas bagi PNS, bersifat harian, tidak dibatasi jarak,

kilometer.

Perjalanan Dinas untuk Pameran diberikan sesuai dengan undangan ditambah 1

(satu) hari kalender perjalanan dinas ke Luar Provinsi ditambah dengan uang

kemahalan

a. Uang kemahalan untuk dalam provinsi papua barat Rp.150.000/hari

b. Uang kemahalan untuk luar provinsi papua barat  Rp.200.000/hari



23. Perjalanan dinas pendampingan kunjungan Dewan dengan ketentuan:
Jumlah pendamping

JUMLAH ANGGOTA PENDAMPING KET.
DPRD
Sampai dengan 5 org 1 orang
6 orang s.d 15 orang 2 orang
16 orang s.d 20 orang 3 orang
Lebih dari 25 orang 4 orang

24. SPJ Pendamping Dewan dengan melampirkan jadwal acara kunjungan kerja.
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
Tanggal 10 November 2014

BUPATI SORONG SELATAN,

OTTO IHALAUW

Diundangkan di Teminabuan
Pada tanggal 10 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

DORTHEIS SESA
NIP.196112031990031004
BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR .....

Salinan yang sesyai dengan aslinya,
engefahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM

THEODOSI \-H. THESIA, SH.
NIP. 19770719 200605 1 001




CONTOH FORMAT SURAT TUGAS

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

"NAMA SKPD"”
SURAT TUGAS
Nomor : 094/....... /ST/”"NAMA SKPD"/2015
DASAR . Perintah Kepala “SKPD"” Kabupaten Sorong Selatan
KEPADA : 1. "NAMA YANG DITUGASKAN"

"JABATAN PEGAWAI YANG DITUGASKAN”
2. "NAMA YANG DITUGASKAN"

"JABATAN PEGAWAI YANG DITUGASKAN”
3. "NAMA YANG DITUGASKAN"

"JABATAN PEGAWAI YANG DITUGASKAN”

4. Dst....
DALAM
RANGKA
SUPAYA : 1. Seterimanya Surat Perintah Tugas ini segera berangkat dari Teminabuan ke

2. Surat Tugas ini haruslah dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

3. Tugas ini dilaksanakan atas biaya : Pos Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan

4. Lamanya Perjalanan Dinas : ....... P ) hari.

5. Pengikut : -

6. Sekembalinya di Teminabuan segera melaporkan hasilnya kepada Kepala
................. Kabupaten Sorong Selatan.

7. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : TEMINABUAN
PADA TANGGAL D oiessesesresnessevaned 2015

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat di Teminabuan;
3. Arsip.



CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (BAGIAN DEPAN)

_______________________________________________________________________________________

"NAMA SKPD”

Alamat ........cccceeviveennnnn email @ .ceveeeeeiiee com

QPEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR : 094/....../SPPD/"NAMA SKPD"/2015

1. | Pejabat yang berwenang yang memberikan perintah
2. | Nama Pegawai yang diperintahkan

3. |a. Pangkat dan Golongan menurut PGPS 1968

b. Jabatan

c. Gaji

d. Tingkat Menurut Golongan

4. | Maksud dari Perjalanan Dinas

a0 oo

P5. | Alat Angkut yang dipergunakan 3
6. |a. Tempat Berangkat a. Teminabuan
b. Tempat Tujuan b.

7. |a. Lamanya Perjalanan Dinas a. ..... (....) hari
b. Tanggal Berangkat b.

(e

. Tanggal harus kembali C:
8. NAMA PENGIKUT UMUR KETERANGAN

1
2.
3.
4

9. | Pembebanan Anggaran

a. Instansi : "NAMA SKPD”
b. Mata Anggaran : Kegiatan ........ccccrvuieriiiiiininiiinnnns

10. | Keterangan Lain-lain :

DIKELUARKAN DI~ : TEMINABUAN

PADA TANGGAL SRR 2015
KEPALA ..............
KABUPATEN SORONG SELATAN
NAMA
NIP. e

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat di Teminabuan;
3. Arsip.



CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (BAGIAN BELAKANG)

_______________________________________________________________________________________

I Berangkat dari : Teminabuan
Tempat Kedudukan : Teminabuan
Ke -
Pada Tanggal
KEPALA .........ccc...
KABUPATEN SORONG SELATAN

SPT No : 094/......./ST/"NAMA SKPD"/2015

Tanggal: NAMA
1| (= S —
II. | Tiba di : Berangkat dari
Pada tanggal : Tempat kedudukan :
Kepala : Pada tanggal
Kepala
III. | Tiba di - Berangkat dari
Pada tanggal : Tempat kedudukan :
Kepala : Pada tanggal
Kepala

VI. | Tiba kembali tanggal Telah diperiksa dengan keterangan bahwa penjelasan
Tempat kedudukan ~ : Teminabuan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
sesingkat-singkatnya

Pejabat yang memberikan perintah Pejabat yang memberikan perintah
KEPALA ............... KEPALA ...............
KABUPATEN SORONG SELATAN KABUPATEN SORONG SELATAN
NAMA NAMA
NIR: oo NIP: somsmmnag

V. | Catatan lain-lain

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas para Pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan yang bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan
Keuangan Negara apabila Negara yang menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaan (Angka 8 Lampiran Surat Edaran
Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor 206/MK/S/4/1075/300K)




